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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas kehendak-Nya Kerangka Keterangan
atau Penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Surakarta Tahun 2027 dapat diselesaikan.

Kerangka Keterangan atau Penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota ini terdiri dari 4
(empat) bab: Bab | Pendahuluan, Bab 2 Pokok Pikiran, Bab 3 Materi Muatan, dan bab IV
Penutup.

Besar harapan tim penyusun bahwa dokumen ini dapat menjadi acuan implementasi yang
efektif dalam proses penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Surakarta Tahun 2027.

Surakarta, Mei 2026

Tim Penyusun
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KERANGKA KETERANGAN ATAU PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA

TAHUN 2027

BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman
dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA)
Perangkat Daerah. Hal ini secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan
pembangunan nasional, maka RKPD 2027 dalam penyusunannya berpedoman
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pada dokumen-dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJMD tahun 2025-2029
dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027. Hal tersebut dilakukan dengan
tujuan untuk memastikan terbangunnya sinkronisasi dan keterkaitan prioritas

pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan pada
tahun 2027.

Dalam RPJMD Kota Surakarta tahun 2025-2029 pembangunan di tahun 2027

ditujukan untuk “Penguatan SDM Unggul dan Jejaring untuk Pariwisata dan

Ekonomi Inklusif’, dengan prioritas diarahkan pada:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

penguatan ekosistem ketenagakerjaan;

perluasan layanan dasar berbasis komunitas;

penguatan sistem pelindungan sosial;

pengembangan jejaring sosial dan solidaritas warga;

peningkatan kapasitas ekonomi rakyat melalui penguatan UMKM:;
penyediaan ruang publik yang inkiusif;

penguatan kerja sama antarwilayah;

perbaikan infrastruktur sosial dan lingkungan pada wilayah padat dan kurang
terlayani; dan

penguatan ketahanan pangan keluarga, khususnya bagi kelompok miskin
dan rentan.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan, RKPD

mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu:

1. secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah,

rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran,

lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang

wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

2. secara normatif menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh



kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD):;

3. secara operasional memuat arah untuk peningkatan kinerja pemerintahan
dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah
yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala perangkat daerah dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja
perangkat daerah; dan

4. secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan merealisasikan program dan kegiatan dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi substansi, penyusunan RKPD Kota Surakarta dilakukan dengan
menggunakan beberapa pendekatan meliputi: pendekatan Holistik-Tematik,
pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Tematik, holistik, integratif, dan
spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan
yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir sebagai suatu rangkaian kegiatan yang
dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta
dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta
Tahun 2027 bertujuan untuk memperjelas arah pembangunan tahunan dan
menjamin kebijkaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan
dan sasaran pembangunan daerah, serta mewujudkan keterpaduan dan
konsistensi pembangunan antar wilayah, antar sektor, dan antar tingkat
pemerintahan.

Berikut ini adalah rumusan masalah utama yang menjadi dasar penyusunan
rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Surakarta Tahun 2027:



Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan tahunan
daerah dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan RPJMD Kota
Surakarta Tahun 2025-2029 sehingga diperlukan dokumen RKPD Tahun
2027 sebagai instrumen penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah:
Masih terdapat kebutuhan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
yang lebih terukur, terintegrasi, partisipatif, dan berbasis data untuk menjawab
dinamika pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat Kota Surakarta:
Perlunya penguatan koordinasi dan keterpaduan antar perangkat daerah
dalam penyusunan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, dan
pendanaan agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efisien;

Belum optimalnya integrasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun
sebelumnya ke dalam proses perencanaan tahun berikutnya, terutama dalam
perbaikan capaian indikator kinerja, efektivitas program, dan penanganan
permasalahan lintas sektor;

Adanya tantangan pembangunan daerah Tahun 2027 terkait penguatan
sumber daya manusia unggul, pengembangan pariwisata, penguatan ekonomi
inklusif, peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan sosial, serta
penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan:;

Perlunya peningkatan kualitas sinergi perencanaan pembangunan melalui
pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan
bawah-atas agar aspirasi masyarakat, pokok-pokok pikiran DPRD, dan arah
kebijakan pemerintah dapat terakomodasi secara optimal;

Masih diperlukan penguatan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (SIPD) guna meningkatkan konsistensi, transparansi, akuntabilitas,
dan keterpaduan antara proses perencanaan dan penganggaran daerah:;
Perlunya dasar hukum berupa Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota
Surakarta Tahun 2027 sebagai pedoman resmi bagi perangkat daerah dalam
penyusunan Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, dan APBD Tahun
Anggaran 2027 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;



C.

D.

9. Perlunya dokumen RKPD yang mampu menjadi instrumen pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah agar pencapaian target pembangunan daerah
Tahun 2027 dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Tujuan Penyusunan

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2027 adalah untuk memberikan acuan
resmi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan KUA dan PPAS dan
RAPBD 2027 serta memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah menyusun
Renja 2027 agar selaras dengan prioritas dan sasaran RKPD, kebijakan RPJMD,
kebijakan nasional dan kebijkaan Provinsi Jawa Tengah.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2027, sebagai berikut:

(P

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 45);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2025-2045:
(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 159);

7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kota Surakarta Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surakarta Tahun 2025 Nomor 169);

BAB I

POKOK PIKIRAN

RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah
yang disusun sebagai penjabaran RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029 dan
menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama
Tahun 2027.



RKPD memiliki kedudukan strategis dalam menjamin keterpaduan antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi
pembangunan daerah, sekaligus menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam
penyusunan Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, dan APBD Tahun Anggaran
2027. Penyusunan RKPD dilakukan untuk memastikan kesinambungan
pembangunan daerah yang terarah, terukur, efektif, efisien, dan berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pokok pikiran penyusunan RKPD Kota Surakarta Tahun 2027 diarahkan pada:

1. penguatan kualitas sumber daya manusia dan jejaring pembangunan untuk
mendukung pariwisata dan ekonomi inklusif;

2. peningkatan sinkronisasi pembangunan daerah dengan kebijakan nasional,
Provinsi Jawa Tengah, dan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029:

3. penguatan pembangunan yang partisipatif melalui integrasi aspirasi masyarakat
dan pokok-pokok pikiran DPRD:

4. peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis evaluasi kinerja, data,
dan kebutuhan riil masyarakat;

5. penguatan kolaborasi lintas perangkat daerah, lintas sektor, dan antarwilayah
dalam mendukung pembangunan yang terpadu;

6. peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas perencanaan
dan penganggaran daerah melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (SIPD);

7. penguatan pelayanan dasar, perlindungan sosial, pengembangan UMKM,
ekonomi kreatif, dan pembangunan yang inklusif bagi masyarakat miskin dan
rentan; serta

8. terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan
responsif terhadap dinamika pembangunan daerah.




BAB Il

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan
1. Sasaran

Sasaran dari pengaturan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota

Surakarta Tahun 2027 ini adalah tersusunnya dokumen RKPD yang menjadi

pedoman resmi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Tahun 2027

secara terarah, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. Pengaturan ini

dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan akan sinkronisasi antara
perencanaan pembangunan daerah dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun

2025-2029, kebijakan nasional, dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah.

Pokok permasalahan yang diatur meliputi:

a. perlunya pedoman pembangunan tahunan daerah yang menjadi dasar
penyusunan Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, dan APBD Tahun
Anggaran 2027;

b. perlunya keterpaduan antara proses perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah;

c. perlunya sinkronisasi prioritas pembangunan antar tingkat pemerintahan dan
antar perangkat daerabh;

d. perlunya penguatan perencanaan pembangunan yang partisipatif, berbasis
data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat:

e. perlunya penguatan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2027 yang
berfokus pada penguatan SDM unggul dan jejaring untuk pariwisata dan
ekonomi inklusif; serta



f. perlunya peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
perencanaan dan penganggaran daerah melalui pemanfaatan Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

. Jangkauan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD

Kota Surakarta Tahun 2027 meliputi seluruh pihak yang terlibat dan terdampak

dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi

pembangunan daerah Tahun 2027, yaitu:

a. Pemerintah Daerah Kota Surakarta sebagai penyelenggara pembangunan
daerah;

b. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta sebagai
pelaksana program dan kegiatan pembangunan;

c. DPRD Kota Surakarta dalam fungsi penganggaran dan penyampaian pokok-
pokok pikiran DPRD: '

d. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat dalam rangka
sinkronisasi kebijakan pembangunan;

e. masyarakat dan pemangku kepentingan pembangunan melalui forum
konsultasi publik dan musrenbang;

f. pelaku usaha, UMKM, komunitas, dan lembaga sosial yang terlibat dalam
pembangunan daerah; serta

g. kelompok masyarakat penerima manfaat pembangunan daerah, khususnya
masyarakat miskin, rentan, dan kelompok prioritas lainnya.

. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota

Surakarta Tahun 2027 diarahkan untuk mewujudkan pembangunan daerah

yang efektif, efisien, inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan melalui penguatan

sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan arah pembangunan

nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Pengaturan ini diarahkan untuk mencapai:



. terwujudnya dokumen RKPD sebagai pedoman resmi pembangunan daerah

Tahun 2027;

. terwujudnya konsistensi antara RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah,

KUA-PPAS, dan APBD,;

. terwujudnya pembangunan daerah yang mendukung tema “Penguatan SDM

unggul dan jejaring untuk pariwisata dan ekonomi inklusif”:

. meningkatnya kualitas pelayanan dasar, perlindungan sosial, pengembangan

ekonomi rakyat, pariwisata, dan ekonomi kreatif:

. meningkatnya koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah, lintas

sektor, dan antarwilayah;

. terwujudnya perencanaan pembangunan yang berbasis evaluasi kinerja,

data, dan kebutuhan masyarakat;

. meningkatnya transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas

pengelolaan pembangunan daerah melalui pemanfaatan SIPD; serta

. tercapainya pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan

kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta secara berkelanjutan.

B. Ruang Lingkup Materi

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta

Tahun 2027 secara ringkas yaitu sebagai berikut:

1.

Bab | Pendahuluan

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penyusunan RKPD Tahun
2027, dasar hukum yang menjadi acuan, hubungan antara RKPD dengan
dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, serta
sistematika dokumen RKPD.

. Bab Il Gambaran Umum Kondisi Daerah
Bab ini berisi gambaran umum mengenai kondisi daerah yang meliputi aspek
geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan

umum, dan aspek daya saing daerah, evaluasi hasil capaian kinerja urusan
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pemerintahan 2021-2025, permasalahan dan isu strategis pembangunan
daerah.

. Bab Ill Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
Bab ini menguraikan arah kebijakan ekonomi daerah yang mencakup kondisi
makro ekonomi, analisis kerangka ekonomi daerah, serta arah kebijakan
ekonomi daerah Tahun 2027, dan kebijakan keuangan daerah yang meliputi
pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah.

. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Surakarta

Bab ini memuat penjabaran tujuan dan sasaran RPJMD pada tahun 2027,
prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2027 yang dirumuskan
dengan memperhatikan arahan tema dan kebijakan RPJMD, isu strategis
daerah, prioritas pembangunan nasional, dan prioritas pembangunan Provinsi
Jawa Tengah.

. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Bab ini berisi perumusan program dan kegiatan prioritas daerah beserta
indikator, target, dan lokasi pelaksanaan. Uraian program mencakup kegiatan
yang mendukung pencapaian program strategis nasional, kegiatan yang
mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan rancangan
kebutuhan pendanaan program dan kegiatan prioritas daerah pada Tahun 2027.

. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bab ini memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah, yang meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator
Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah sebagai tolok ukur keberhasilan
pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2027.

. Penutup
Bab ini berisi arahan mengenai kaidah pelaksanaan RKPD Kota Surakarta
Tahun 2027 serta harapan Kepala Daerah terhadap implementasi kebijakan

pembangunan tahunan.
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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2027
merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memiliki posisi sangat strategis.
RKPD berfungsi sebagai instrumen penjabaran tahunan dari RPJMD Kota
Surakarta Periode 2025-2029, sekaligus penjamin keselarasan (konsistensi)
antara sistem perencanaan pembangunan nasional, provinsi, daerah, dan usulan

sektoral perangkat.

Merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Kepala
Daerah memiliki kewajiban hukum yang mengikat untuk menetapkan RKPD
melalui Peraturan Kepala Daerah (Perwali). Ketiadaan penetapan dokumen ini
berimplikasi langsung pada sanksi administratif bagi kepala daerah.

RKPD merupakan landasan dan pedoman utama dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Selain itu, dokumen ini menjadi alat
pengendali, pengevaluasi, dan pengukur tingkat pencapaian akuntabilitas kinerja
pemerintahan daerah selama satu tahun berjalan.

Formulasi rancangan Perwali RKPD ini diarahkan secara terpadu untuk
mengimplementasikan tema pembangunan Kota Surakarta Tahun 2027, yaitu
“Penguatan SDM unggul dan jejaring untuk pariwisata dan ekonomi inklusif’.
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Atas dasar pertimbangan pemenuhan kewajiban regulasi, tahapan proses
yang harus difasilitasi oleh Bappeda Provinsi, serta urgensi penyusunan
rancangan APBD 2027, maka pembentukan dan legalitas Rancangan Peraturan
Wali Kota (Perwali) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Surakarta Tahun 2027 mutlak untuk segera diselesaikan, dengan usulan
penetapan pada minggu pertama bulan Juli 2026.

Saran

Berdasarkan seluruh urgensi strategis, dasar hukum yang mengikat, dan
rangkaian tahapan penyusunan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diajukan
beberapa saran utama sebagai berikut:

1. Segera Melakukan Finalisasi dan Penetapan Rancangan Perwali:

Pemerintah Kota Surakarta melalui Bappeda dan Bagian Hukum Setda
diharapkan segera menyelesaikan proses fasilitasi bersama Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah. Langkah ini krusial agar Rancangan Peraturan Wali Kota
tentang RKPD Kota Surakarta Tahun 2027 dapat ditetapkan secara tepat waktu
demi menghindari sanksi administratif bagi kepala daerah berupa penundaan
hak-hak keuangan.

2. Menjadikan Perwali RKPD sebagai Pedoman Mutlak Penganggaran 2027:
Setelah Perwali ini disahkan, seluruh Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Surakarta disarankan untuk segera menjadikannya sebagai
acuan tunggal dan mengikat dalam menyusun Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027. Hal ini mutlak diperlukan guna
menjamin konsistensi alur perencanaan-penganggaran, mulai dari penyusunan
KUA, PPAS, hingga dokumen APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2027.

3. Fokus pada Akselerasi Tema Pembangunan Daerah:

Dalam implementasinya nanti, setiap struktur program, kegiatan, dan
subkegiatan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah disarankan untuk berfokus
penuh dan berorientasi pada pencapaian tema pembangunan Kota Surakarta
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Tahun 2027, yaitu “Penguatan SDM unggul dan jejaring untuk pariwisata dan
ekonomi inklusif”.
4. Optimalisasi Pengendalian Berbasis SIPD:

Mengingat seluruh proses data usulan telah terintegrasi di dalam Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), disarankan agar pemantauan,
pengendalian, serta evaluasi berkala terhadap target kinerja urusan
pemerintahan maupun indikator kinerja kepala daerah terus dikawal secara
ketat melalui sistem tersebut guna menjamin akuntabilitas serta efisiensi

anggaran.

Dengan tersusunnya Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2027 ini, diharapkan dapat
menjadi pedoman yang efektif bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan
tugas dan fungsinya secara optimal untuk mendukung pembangunan Kota
Surakarta yang berkelanjutan dan berdaya saing.
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- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
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Surakarta Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun
2025 Nomor 169)
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